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PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan pengadaan barang/jasa

pemerintah di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (LIPI) yang efisien, efektif, transparan, terbuka,

bersaing, adil/tidak diksriminatif, dan akuntabel, perlu

mengatur kode etik pengelola pengadaan barang/jasa di

lingkungan LIPI, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Kode Etik Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah
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NonDepartemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerinah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

4. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2014 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan

Struktural Eselon I di Lingkungan Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia;

5. Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN

INDONESIA TENTANG KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN

BARANG/JASA DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU

PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di

Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang

selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap,

tingkah laku, dan perbuatan dalam pengelolaan

pengadaan barang/jasa di lingkungan Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia.

2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya

disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah
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NonKementerian (LPNK) yang menangani urusan di bidang

penelitian ilmu pengetahuan.

3. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk

memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh

kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

4. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pegawai Negeri

Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan

hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan

perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen

kontrak, dan manajemen informasi aset.

5. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang

perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan

konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya di lingkungan

LIPI.

6. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan,

dan/atau perbuatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

yang bertentangan dengan Kode Etik.

7. Komisi Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang

selanjutnya disebut Komisi Etik adalah majelis yang

bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan, dan

penyelesaian Pelanggaran Kode Etik.

8. Pengelola Whistle Blowing System LIPI adalah Inspektorat

LIPI.

Pasal 2

Kode Etik bertujuan menjaga kehormatan, integritas, dan

kredibilitas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui

penciptaan tata kerja berdasarkan prinsip Pengadaan

Barang/Jasa untuk mendorong peningkatan kinerja dan

keharmonisan hubungan kerja.

BAB II

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

(1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus menerapkan
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prinsip Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebagai berikut:

a. efisien dalam penggunaan dana dan daya yang kecil

untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu

yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah

ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan

kualitas yang besar;

b. efektif sesuai kebutuhan dan sasaran yang telah

ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya;

c. transparan dalam semua ketentuan dan informasi

Pengadaan Barang/Jasa sehingga jelas dan dapat

diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa

yang berminat serta oleh masyarakat pada

umumnya;

d. terbuka untuk semua Penyedia Barang/Jasa yang

memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu

berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;

e. bersaing secara sehat di antara sebanyak mungkin

Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi

persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa

yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada

intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme

pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. adil/tidak diksriminatif dalam memberikan

perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia

Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan

keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap

memperhatikan kepentingan nasional; dan

g. akuntabel sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga

dapat dipertanggungjawabkan.
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BAB III

KODE ETIK

Pasal 4

Kode Etik sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung

jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan

ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bekerja secara profesional, mandiri, patuh, dan taat asas;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak

langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak

sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan

yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para

pihak;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan

kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung

maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan

Barang/Jasa;

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan

kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan

Barang/Jasa;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang

dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan

pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung

atau tidak langsung merugikan negara; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak

menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,

imbalan, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada

siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan

dengan Pengadaan Barang/Jasa.
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